BATAS KR
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA PADA BANK

SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
EDIT BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
ATAU LEMBAGA KEUANGAN SEJENIS LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesecimbangan antara

Mengingat :

b.

e
.

peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan Pendapatan
Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan profesionalisme
dan kualitas pelaksanaan tugas maka perlu dilakukan
pengaturan Pemberian Batas Pengambilan Kredit Bank
kepada CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota
Langsa,

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di
atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas
Kredit Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Pada Bank Atau
Lembaga Keuangan Sejenis Lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3041} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Undang-
Undang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1999 Namor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3890 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negarda Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3790}

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4110},

4. Undang-Undang }i "




4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

4844 ;

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006  teniang

Pernerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

&. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135).

_U\

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG BATAS KREDIT
BANK BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
NEGER!I SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LANGSA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan !

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kota yang terdiri atas walikota dan
perangkat Kota.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat

SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan

Pemerintah Kota Langsa.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnva disingkat

CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kota Langsa.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kota Langsa.

7 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyvarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

8. Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, nerdasarkan persetujuan atau
kescpakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

SJ:

melunasi . ’{



melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga.

BABII
KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 2

{1} Bagi CPNS dan PNS yang akan mengajukan kredit harus
memenuhi persyaratan vang diatur oleh Bank.,

(2) CPNS dan PNS yang akan mengajukan Kkredit
schagaimana dimaksud pada ayat (1) vang anggunannya
berupa penetapan pengangkatan kepegawaian harus
mendapatkan persetujuan atasan.

(3] Besaran pinjaman diukur dengan penerimaan gaji bersih
CPNS dan PNS perbulannya.

(4) Angsuran Kredit CPNS dan PNS dapat diberikan
maksimal 30% dari gaji bersih CPNS dan PNS.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Januari 2013 M
/ 24 Shafar 1434 H
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AP. USMAN ABDULLAH

Diundangkan di langsa
pada tanggal 7 _Januari 2013 M
24 Shafar 1434 H /£
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MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 352




